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Peraturan Perundang-Undangan

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Kepmenperindag Nomor : 350/MPP/KEP/2001

UU No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

PERMA No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Prosedur BANI

Putusan BANI Nomor 326/X/ARB-BANI/2009, yang kemudian dimohonkan
pembatalan dan diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 490/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, dimohonkan banding dan diputus dengan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 231 K/Pdt.Sus/2011

Putusan BANI Nomor 397/V/ARB-BANI/2011, yang kemudian dimohonkan
pembatalan dan diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 690/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, dimohonkan banding dan diputus dengan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt.Sus/2012
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Putusan BANI Nomor 398/V/ARB-BANI/2011, yang kemudian dimohonkan
pembatalan dan diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 601/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, dimohonkan banding dan diputus dengan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 5111 K/Pdt.Sus-Arb/2013

Putusan BANI Nomor 378/I/ARB-BANI/2011, yang dimohonkan pembatalan dan
diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, dimohonkan banding dan diputus dengan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 293 K/Pdt.Sus/2012

Putusan BANI Nomor 346/IV/ARB-BANI/2010, yang kemudian dimohonkan
pembatalan dan diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 201/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, dimohonkan banding dan diputus dengan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/Pdt.Sus/2012

Putusan BANI Nomor 415/VII/ARB-BANI/2011, yang kemudian dimohonkan
pembatalan dan diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 424/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, dimohonkan banding dan diputus dengan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 893 K/Pdt.Sus/2012

Putusan BPSK Nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/2011, yang kemudian
dimohonkan pembatalan dan diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri
Semarang Nomor 02/Arbitrase/2011/PN.Smg, dimohonkan banding dan
diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-BPSK/2012

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara

di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan
Peradilan
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